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DITINJAU DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

(Henny Syamratul Hasni, 2010111053, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman + vii, 2024)

ABSTRAK

Pembuatan paspor merupakan bentuk pelaksanaan pelayanan publik sebagai salah satu tugas pemerintah
dalam melayani kebutuhan masyarakat sebagai perwujudan tujuan negara. Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang
scbagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan fungsi memberikan pelayanan keimigrasian di bidang
dokumen perjalanan dengan adanya pelayanan pembuatan paspor berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian. Saat ini Kantor Imigrasi Kelas | Padang memanfaatkan teknologi informasi
melalui kebijakan aplikasi M-Paspor untuk mempermudah masyarakat dalam pendaftaran permohonan
paspor yang telah digunakan sejak tahun 2022, Namun Kantor Imigrasi Kelas | Padang dihadapkan pada
berbagai tantangan dan permasalahan seperti banyaknya keluhan masyarakat terhadap layanan pembuatan
paspor secara online tersebut terkait dengan prosedur, kuota permohonan yang terbatas, dan sistemnya.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme pembuatan paspor sccara
online pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang? 2) Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan
paspor secara online pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang? Untuk menjawab permasalahan tersebut,
penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif analisis. Hasil
penclitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembuatan paspor secara online terdapat pada Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOPAP) tentang Penerbitan Baru dan Penggantian Paspor
Biasa Melalui M-Paspor dengan Nomor SOPAP IMI-0003.GR.01.02 TAHUN 2022. SOP ini menjadi acuan
dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan paspor melalui M-Paspor. Pelaksanaan pelayanan publik dalam
pembuatan paspor secara online pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang belum sepenuhnya terlaksana dengan
baik berdasarkan asas, prinsip dan standar pelayanan publik. Masih ada beberapa aspek penting yang belum
sepenuhnya terlaksana dan dirasakan dengan baik oleh pemohon terutama aspek kecepatan, kemudahan, dan
keterjangkauan dalam pelayanan karena adanya permasalahan kuota yang terbatas.

Kata Kunci: Pembuatan Paspor, Online, Kantor Imigrasi, Pelayanan Publik
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 20 Agustus 2024.
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sampai di titik ini. Selanjutnya terima kasih kepada kedua adik tersayang penulis,
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bimbingan, dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Dr. Anton Rosari, S.H., M.H. dan Ibu Darnis, S.H., M.H. selaku penguji yang
telah memberikan masukan, saran, dan arahan kepada penulis agar skripsi ini menjadi

lebih baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari
berbagai pihak baik secara moril maupun materil, maka dari itu dengan ketulusan dan

kerendahan hati penulis menyamp,aikan terimakasih, yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H.
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MCL, selaku Wakil Dekan | dan Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M. selaku
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memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pelayanan publik sebagai salah satu tugas pemerintah dalam melayani
kebutuhan masyarakat sebagai perwujudan tujuan negara. Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945) alinea keempat memberikan amanat bahwa tujuan negara yaitu untuk
membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh furﬁpéh d&ah Indonesia dah vuntlijk‘memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Berdasarkan tujuan negara tersebut, pemerintah dianggap bertanggung jawab untuk
menjamin kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya.

Perkembangan global dewasa ini di seluruh sektor kehidupan masyarakat
mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai
dampak bagi kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia.
Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia
memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan-haknya untuk keluar atau
masuk Wilayah Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih  pendidikan dan pengajaran, memilih  pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.” Dengan demikian, untuk dapat

memasuki atau meninggalkan wilayah suatu negara harus dengan mempunyai



dokumen perjalanan yang sah dari suatu negara yang dikeluarkan oleh Kantor
Imigrasi dalam bentuk dokumen berupa paspor.

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan
kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan
berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara tersebut, maka
Pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
menerbitkan Paspor sebagai bukti-sahnya warga negara untuk masuk atau keluar
dari wilayah Indonesié afatj r‘n.ellivikukan perjalanah vantérnegara.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian), Paspor Republik Indonesia
yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan
perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor tidak
hanya berfungsi sebagai dokumen perjalanan antarnegara, tetapi juga merupakan
bukti identitas diri. dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi
pemegangnya pada saat berada di luar wilayah Indonesia.

Pada Pasal 24" ayat (4) UU Keimigrasian ‘menyatakan bahwa paspor
merupakan dokumen negara. Paspor ditujukan dan diterbitkan untuk warga negara
Indonesia yang akan melaksanakan perjalanan internasional. Ketentuan Pasal 49
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU
Keimigrasian menjelaskan bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili
atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan



mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang

terdiri atas:

a.

kartu tanda penduduk yang masih berlaku;

kartu keluarga;

akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh
kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian
pernyataan untuk memilih-kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundaﬁg-‘uhd‘aﬁgan; .

surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah
mengganti nama; dan

paspor lama bagi yang telah memiliki paspor.

Mekanisme dalam permohonan pengurusan paspor sesuai dengan

ketentuan yang terdapat pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian dan Pasal 3 Permenkumham Nomor

8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, bahwa

dapat diajukan baik secara manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen

kelengkapan persyaratan. Namun tidak terdapat norma yang lebih rinci lagi

mengenai prosedur permohonan paspor khususnya secara elektronik/online dalam

peraturan perundang-undangan yang terkait.

Untuk prosedur permohonan paspor secara manual sesuai dengan Pasal 9

Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan

Laksana Paspor yaitu sebagai berikut:



(1) Bagi permohonan paspor biasa yang diajukan secara manual, pemohon harus
mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan dan
melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.

(2) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan
tersebut.

(3) Dokumen kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, Pejabat
Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan dan kode
pembayaran.

(4) Dalam hal dokurheh ‘kél.e‘n'gkapan bersyarétén dinyatakan belum lengkap,
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen permohonan dan

permohonan dianggap ditarik kembali.

Sedangkan untuk prosedur permohonan paspor secara elektronik atau
online disebutkan dalam Pasal 0 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan
Surat Perjalanan Laksana Paspor yakni sebagai berikut:

(1) Bagi permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik, pemohon
harus mengisi aplikasi data dan mengunggah dokumen kelengkapan
persyaratan pada laman resmi Direktorat Jenderal ’Imigrasi.

(2) Terhadap permohonan yang telah berhasil diunggah dokumen kelengkapan
persyaratannya, diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan/atau
surat elektronik.

(3) Pemohon yang telah mengisi aplikasi data dan menggunggah dokumen
kelengkapan persyaratan, memperoleh pemberitahuan tanda terima

permohonan dan dapat dicetak sebagai tanda bukti permohonan.



Setelah dilakukan permohonan paspor tersebut baik secara manual
maupun secara online, selanjutnya dilakukan penerbitan paspor sesuai Pasal 11
Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan
Laksana Paspor yang mekanismenya terdiri atas:

a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
b. pembayaran biaya paspor;

c. pengambilan foto dan sidik jari;

d. wawancara;

e. verifikasi; dan

f. adjudikasi.

Jangka waktu pembuatan paspor diatur dalam Pasal 22 ayat (1)
Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkumham
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
yang berbunyi “Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor
biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak selesainya pemeriksaan
terhadap permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan.”

Lembaga \pemerintah. yang. berwenang dalam.memberikan pelayanan
publik terkait dengan layanan keimigrasian adalah Kantor Imigrasi. Kantor
Imigrasi termasuk perangkat kementerian yang mengurus urusan pemerintahan
yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu sesuai dengan
asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.! Dalam hal ini, Kantor Imigrasi

melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang

! Philipus M. Hadjon, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, UGM University Press,
Yogyakarta, him. 113



keimigrasian sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum yang
bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.

Menurut Pasal 1 angka 11 UU Keimigrasian, Kantor Imigrasi adalah unit
pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota,
atau kecamatan. Keberadaan Kantor Imigrasi dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi
memiliki peran yang penting dalam mengelola keimigrasian di wilayahnya, terlebih
dalam hal pelayanan masyarakat seperti pengurusan dokumen perjalanan atau
pembuatan paspor, visa'dan fasilitas, izih tinggal'dah status, dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 3 huruf b Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dam Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya,
Kantor Imigrasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas keimigrasian di
bidang dokumen perjalanan. Selanjutnya dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa pada
Kantor Imigrasi Kelas | Khusus TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) tugas tersebut
dilaksanakan oleh Bidang Dokumen Perjalanan dan lIzin Tinggal Keimigrasian
yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan paspor.

Seiring ‘dengan’ berjalannya ilmu_pengetahuan -tidak bisa dipungkiri
kemajuan teknologi membawa dampak besar bagi kegiatan aktivitas manusia.
Hampir seluruh kegiatan aktivitas manusia kini menjadi mudah dengan
menggunakan teknologi, terutama pada penggunaan teknologi informasi.
Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dapat menjanjikan efektifitas dan
efisiensi untuk membantu segala lini pekerjaan manusia karena dapat mempercepat

proses pekerjaan yang dilaksanakan.? Untuk menunjang kegiatan suatu perusahaan

2 Reza Akbar Pratama dan Dana Alya Utami, 2023, “Efektivitas Aplikasi M-Paspor dalam Aspek
Pelayanan Publik dan E-Government”, Jurnal limiah Kajian Keimigrasian, Vol. 6 No. 1, 2023, him.110
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atau instansi maka diperlukan adanya prosedur pelayanan administrasi yang cepat,
akurat, dan berkualitas.

Dalam menyikapi perkembangan teknologi yang semakin modern dan era
digitalisasi sekarang ini, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah
menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efektivitas dan memaksimalkan
pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya salah satu program inovasi Direktorat
Jenderal Imigrasi-dalam. pelayanan! pengurusan paspor, secara-online yang telah
diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas | Padang adalah Aplikasi M-Paspor. M-
Paspor adalah inovasi terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mempermudah proses pembuatan paspor
secara online yang merupakan pengganti atau pembaharuan dari aplikasi
sebelumnya yaitu Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO).2

Aplikasi M-Paspor memungkinkan pemohon untuk melakukan
pendaftaran secara online, mengisi data pribadi, mengunggah dokumen persyaratan
secara online dan memilih jadwal kedatangan.* Aplikasi M-Paspor diterapkan agar
pelayanan menjadi lebih transparan; cepat, dan akuntabel.® Dengan adanya inovasi
pelayanan tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan
pembuatan paspor yang diberikan kepada masyarakat.

Namun, dalam hal pelaksanaan program inovasi pelayanan ini, masih
adanya ditemukan hambatan dan keluhan masyarakat serta permasalahan terkait
layanan pembuatan paspor secara online tersebut. Masyarakat menghadapi

beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi M-Paspor tersebut, seperti kuota

3 https://sippn.menpan.go.id/berita/45052/kantor-imigrasi-kelas-ii-tpi-tanjungpandan/tata-cara-
pandaftaran-paspor-melalui-aplikasi-m-paspor

4 Selfi Budi Helpiastuti dan Irba Syaifana, 2023, “Kualitas Pelayanan M-Paspor Di Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Jember”, Jurnal Iimiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Vol. 7, No. 1, 2023, him.
20

5 https://kanimsingkawang.kemenkumham.go.id/pelayanan-paspor/



antrian M-Paspor yang sering kali penuh sehingga harus menunggu pembukaan
kuota selanjutnya, aplikasi yang tidak dapat diakses, terkendalanya jaringan bahkan
down server pada aplikasi M-Paspor tersebut, masih adanya kalangan masyarakat
yang tidak menggunakan android atau tidak mengerti mengenai prosedur layanan
online, dan beberapa keluhan lainnya. Hal ini diketahui dari pemohon yang
melakukan permohonan paspor dan juga dapat dilihat dari keluhan dan penilaian
masyarakat pada media sosial, salah satunya di instagram dan juga ulasan aplikasi
M-Paspor yang terdapat patia google play store ataupunAppStore.

Pelayanan dalam pembuatan paspor atau dokumen perjalanan antar negara
tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan pelayanan publik sesuai amanat
Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian yaitu memberikan pelayanan keimigrasian yang
merupakan bagian dari fungsilkeimigrasian. Aspek pelayanan publik yang berupa
pelayanan keimigrasian merupakan upaya negara untuk dapat memenuhi hak warga
negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh
keimigrasian secara institusi kepada warga negara.®

Kegiatan pelayanan publik. yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik atau aparatur pemerintah: bertujuan sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.” Masyarakat berhak untuk mendapatkan
pelayanan terbaik dari pemerintah. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan
Publik), pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

® Reza Akbar Pratama dan Dana Alya Utami, 2023, Op. cit., him.111
" Riawan Tjandra, 2019, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, him.189



bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pemerintah mempunyai peranan yang begitu penting dalam menyediakan
pelayanan publik yang prima bagi semua penduduknya.? Dalam kehidupan
bernegara, pemerintah mempunyai fungsi menyediakan berbagai pelayanan publik
yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan
ataupun  pelayanan-pelayanan’ ainnya > dalam srangka ~memenuhi - kebutuhan
masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan berkaitan erat
dengan tujuan dibentuknya pemerintah, yaitu untuk menjaga suatu sistem
ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar.® Sesuai
dengan UU Pelayanan Publik, pada bagian menimbang huruf d yang menyatakan
bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan
pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang
baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang
baik, karena salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelayanan
kepada masyarakat.’? Pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu
pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Oleh
karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa
layanan publik yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan lancar, cepat,

dan memberikan nilai tambah yang signifikan.!!

& Lijan Poltak Sinambela dkk, 2007, Reformasi Pelayanan Publik, PT Bumi Aksara, Jakarta, him.6

° Deddy Mulyadi, 2015, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses
Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Alfabeta, Yogyakarta, him. 174.

10 Riawan Tjandra, Loc. cit.

11 Muhammad Fauzan dan Citra Lestari Putri, 2023, “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Melalui Aplikasi M-Paspor”, Jurnal limiah Kajian Keimigrasian, Vol 6, No. 2, 2023, him. 28.



Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi
yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peningkatan pelayanan publik menjadi
salah satu agenda utama dari dilaksanakannya pemerintahan yang baik, karena
kualitas pelayanan publik yang dirasakan saat ini belum sesuai harapan masyarakat,
terhadap penyelenggara pelayanan publik masih banyaknya mendapatkan keluhan-
keluhan.

Seperti banyakhya ‘Iéfﬁbaga peléyanan.publik’ lainnya, Kantor Imigrasi
juga dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, yakni volume permohonan
paspor yang tinggi, prosedur yang kompleks, serta menghadapi berbagai keluhan
masyarakat.!> Hal tersebut tentunya belum sepenuhnya sesuai dengan asas
pelayanan yang baik menurut AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik), yaitu menyelenggarakan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya
yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kemudian juga jika dikaitkan dengan asas-asas pelayanan
publik dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik, serta berdasarkan komponen standar
pelayanan publik yang terdapat pada Pasal 21 UU Pelayanan Publik.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang
terjadi dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap layanan pembuatan paspor
secara online tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana
mekanisme pembuatan paspor secara online pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang
jika ditinjau dalam pelaksanaan pelayanan publik dan dikaitkan dengan asas-asas

yang terdapat dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik maupun penerapan prinsip-

12 Ghifa Deliano Akabar dan Aldri Frinaldi, 2023, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi M-Paspor
Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPl Agam”,
Journal of Public Administration Studies, Vol 2, No. 1, 2023, him. 35
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prinsip  pelayanan publik yang terdapat dalam Kepmenpan No.
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, serta berdasarkan standar pelayanan publik yang terdapat dalam
Pasal 21 UU Pelayanan Publik, dan ataupun berdasarkan ketentuan perundang-
undangan terkait lainnya. Dalam pelaksanaan pelayanan publik juga dapat
menjadikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diatur
didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (selanjutnya disebut-UU Administrasi Pemerintahan) sebagai

pedoman dan menjadikannyé tolak ukur dalam melaké‘anakan tugas.

Hal ini dapat diteliti pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang yang merupakan
kantor pusat perwakilan Sumatera Barat dalam hal pengurusan dokumen perjalanan
antarnegara atau paspor sehingga banyaknya masyarakat yang mengajukan
permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi tersebut. Oleh karena itu
diperlukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul
“Pembuatan Paspor Secara Online pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang

Ditinjau Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuréikan di atas maka penulis
mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme pembuatan paspor secara online pada Kantor Imigrasi
Kelas | Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan paspor secara

online pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang?
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, adapun tujuan
dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui mekanisme pembuatan paspor secara online pada Kantor
Imigrasi Kelas | Padang
2. Untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan pelayanan publik dalam

pembuatan paspor secara online pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yaﬁg dapat diperoleh dari péhelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Praktis
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca,
pemerintah dan masyarakat tentang pelaksanaan pelayanan publik dalam
pembuatan paspor secara online pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang.
b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum
Universitas Andalas.
2. Manfaat Teoritis
a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan cara
berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian
hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
b. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum
Administrasi Negara tentang pembuatan paspor secara online pada Kantor
Imigrasi Kelas | Padang ditinjau dalam pelaksanaan pelayanan publik

sehingga hasil skripsi ini dapat dijadikan sumber ataupun bahan literatur
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dalam memperluas wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas

hukum.

E. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah
metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris
merupakan salah satu jenis‘.pe‘nelitian rhukum yang menganalisis dan mengkaji
bekerjanya hukurﬁ ‘délém masyarakat.'3 vPenidekatan Yuridis Empiris
(Sosiologis) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang
berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.'* Oleh karena itu,
penelitian yuridis empiris ini diperoleh dari lapangan untuk melihat bagaimana
ketentuan hukum hidup di, tengah-tengah masyarakat, apakah hukum yang
diberlakukan sesuai dengan kenyataan atau sebenarnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan sesuatu
permasalahan yang terjadi pada daerah tertentu atau pada waktu tertentu yang
kemudian disesuaikan dengan peraturan perunang-undangan, ketentuan, atau
norma-norma hukum yang mengaturnya, dan juga mencoba menggambarkan
praktik-praktik hukum terkait objek permasalahan yang akan diteliti. Demikian
juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan
objek penelitian.®

3. Jenis dan Sumber Data

13 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, him. 80.
14 Zainuddin Ali, M.A, 2015, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 24.
15 Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, him. 107.
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a. Jenis Data
1) Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber
utama, berupa berupa hasil wawancara atau observasi. Dalam penelitian ini
akan dilakukan penelitian kepada pegawai atau pihak yang berada pada
Kantor Imigrasi Kelas | Padang dan pihak-pihak terkait lainnya, serta
masyarakat yang melakukan pengurusan paspor.
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-
undangan.'® Bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder
ini terdiri dari:
a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat

yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

objek penelitian,’’ antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan

16 Ibid, him. 106.
17 Zainuddin Ali, M.A, Op Cit, hlm. 56.
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5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun
2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 19 Tahun
2018 Tentang Organisasi-dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asési~ Ménﬁs;ia Republik Inddnésid :

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat
Perjalanan Laksana Paspor

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
63/KEP/M.PAN/72003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan
mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal
hukum, serta hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan
penelitian ini.

¢) Bahan Hukum Tersier
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Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekumder, yang dapat berasal dari

kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.*®

b. Sumber Data
Berdasarkan rumusan dan tujuan-tujuan penelitian ini, maka penulis
menggumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:
1) Studi Kepustakaan
Penelitian hukum .seharushya didéhului dengan studi kepustakaan.
Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam
memecahkan suatu permasalahan yang timbul dengan menggunakan bahan-
bahan primer, sekunder dan tersier. Sumber ini dapat diperoleh dari
peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal
penelitian ataupun publikasi ilmiah. Studi kepustakaan yang didapat peneliti
dibeberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Pustaka
Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta sumber bacaan lainnya.
2) Studi Lapangan
Studi / lapangan - ini diperoleh -dengan ‘menggunakan metode
wawancara. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memperoleh
data-data dari hasil tanya jawab yang dilakukan penulis dengan pihak yang

berwenang atau berkewajiban memberikan informasi terkait penelitian ini.

18 Galang Taufan Subeki, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Raja
Grafindo, Jakarta, him. 217.
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4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan
cara tanya jawab antara penulis dengan narasumber atau responden. Adapun
bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang bersifat semi
terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pada
pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi juga
disesuaikan..dengan {-hal-hal | 'yang terjadis dil.»apangan atau pertanyaan-
pertanyaan yang bisa saja muncul disaat wawancara tersebut. Dalam hal ini
narasumber yang dapat diwawancari adalah pegawai Kantor Imigrasi Kelas |
Padang dan masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan paspor
secara online.
b. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari teori-teori
yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen
resmi, jurnal penelitian ataupun publikasi ilmiah. Data kepustakaan yang
dikumpulkan dalam- penelitian . ini, adalah- yang berhubungan dengan
pelaksanaan pelayanan dalam pembuatan paspof secara online pada Kantor

Imigrasi Kelas | Padang.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data-data hasil
pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis.'® Data

yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data di lapangan dilakukan

19 Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, him. 66.
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pemeriksaan kelengkapan dan kebenarannya, dan kemudian akan dilakukan
pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data
yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap dan disusun secara
sistematis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan cara editing, yaitu teknik mengolah data dengan cara
meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban,
kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain untuk
menghindari kesalahan dan kekeliruan.

Editing yéng dil‘a.I%lean oIeh‘ penulié Yaitd dengan merapikan kembali
data-data yang telah diperoleh dan melakukan pengecekan data yang relevan
dengan keperluan dan tujuan penulisan, kemudian mengedit dan
menyempurnakan data tersebut sehingga dapat dengan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Berdasarkan data’yang telah dikumpulkan, analisis data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data
primer dan data sekunder, yaitu metode yang mengkaji suatu hal secara
mendalam dan rinci dengan uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan
angka. Pendekatan— ini merupakan ~metode analisis data yang
mengelompokkan dan menyeleksi kebenaran data yang didapatkan. Analisis
ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wawancara,
pendapat para ahli, buku-buku, jurnal dan pengetahuan umum guna
menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian hasil dari analisis
data ini dapat dipergunakan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah

dalam penelitian ini.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pelayanan Publik
1. Pengertian Pelayanan Publik dan Dasar Hukumnya

Secara umum ruang lingkup dari pelayanan publik terbagi menjadi 2
bentuk, yakni pelayanan “dalam arti yang luas” dan pelayanan dalam “arti yang
sempit”. Dalam arti yang lqas pelayanan publik merupakan suatu proses
pemenuhan kebutu-ha‘ln‘ rhasyarakat secafa u.rnurﬁ oleh lembaga birokrasi
pemerintah. Sedangkan pelayanan publik dalam arti yang sempit merupakan
pelayanan publik yang dilakukan secara tatap muka oleh seorang praktisi
pelayanan publik (aparatur pemerintah) dengan seorang masyarakat seperti
pengurusan surat menyurat administrasi pemerintahan, administrasi
pembangunan, dan administrasi pelayanan kemasyarakatan.?’

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari pelayanan adalah
suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan oleh
orang lain.? Terkait pelayanan berarti membicarakan suatu proses kegiatan
yang maknanya lebih kepada hal yang abstrak:.:Pelayanan adalah merupakan
suatu proses, proses tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan,
yang kemudian diberikan kepada pelanggan. Istilah kata Publik berasal dari
bahasa Inggris yaitu Publik yang mana memiliki makna dalam bahasa indonesia
yaitu umum, masyarakat dan negara.?? Publik merupakan beberapa orang yang
memiliki kebersamaan dalam berfikir dan tindakan yang baik berdasarkan pada

nilai-nilai, dan norma-norma yang mereka miliki.

20 Sri Maulidah, 2014, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Indra Prahasta,
Bandung, him. 10.

21 1bid., him. 35.

22 1bid., hIm. 59.
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Pelayanan Umum menurut Lembaga Administrasi Negara adalah
sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD
dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.?® Sedangkan Departemen Dalam Negeri (2004) menyampaikan
bahwa ‘“Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum”, dan mendefinisikan
Pelayanan Umum adalah‘suatu proses bantuahkepada orang lain dengan cara-
cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta
kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa
barang dan jasa.?*

Merujuk Pasal 1 angka 1 UU Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah
kegiatan atau rangkaian | kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam Kepmenpan Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah: segala-bentuk dari kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya dalam proses pemenuhan dari segala bentuk kebutuhan penerima
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Hukum Administrasi negara, pelayanan publik diartikan sebagai
segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah

dengan maksud dan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat,

23 Rahman Mulyawan, 2016, Birokrasi dan Pelayanan Publik, Unpad Press, Sumedang, him. 33.
24 1bid.
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instansi pemerintah, dan badan hukum maupun sebagai pelaksana ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 5 UU Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan
publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan
administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup
tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha tempat tinggal,
komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi,
perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis
lainnya.

Pelayanan prima bertujuan memberikan pelayanan yang dapat memenuhi
dan memuasakan pelanggan atau warga masyarakat serta memberikan fokus
pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima dalam sektor publik dilandaskan
pada ungkapan bahwa “pelayanan adalah pemberdayaan”. Pelayanan dalam
sektor bisinis berorientasi pada keuntungan, sedangkan pelayanan prima dalam
sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik

atau terbaik.?®

2. Jenis dan Prinsip Pelayanan Publik
Menurut Pasal 5 UU Pelayanan Publik terdapat tiga jenis pelayanan
publik, yaitu:
a. Pelayanan barang publik, yaitu meliputi pengadaan dan penyaluran barang
publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pengadaan dan penyaluran

barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha, serta pengadaan dan

% Arta Simamora, 2014, “Dasar-dasar Pelayanan Instansi Pemerintah Menuju Pelayanan Prima
(Service Excellence)”, Jurnal Media Pustakawan, Vol. 21, No 3&4, 2014, him. 30.
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penyaluran barang yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran
negara atau daerah.

Pelayanan jasa publik, yaitu meliputi penyediaan jasa publik oleh instansi
pemerintah, penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha, serta
penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran
negara atau daerah.

Pelayanan administratif, yaitu meliputi tindakan administratif pemerintah
yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan, serta
tindakan admihis;[ra‘tiic .clnlveh instaﬁsi nonp.evmer'in‘tah yang diwajibkan oleh
negara dan diatur dalam perundang-undangan.

Prinsip pelayanan publik merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban

pelayanan publik dalam penyelanggaraan pelayanan publik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip pelayanan umum

diatur dalam Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami masyarakat
dan dilaksanakan.

Kejelasan

Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit kerja/pejabat
yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan
rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan.

Akurasi
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Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.

5) Keamanan
Proses produk pelayanan publik memberikan rasa dan kepastian hukum.

6) Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik/pejabat yang ditunjuk
bertanggung jawab atas penyelenggraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan dalam pelaksanan pelayanan publik.

7) Kelengkapan sarana dan prasarana
Peralatan kerjadah pe‘n.dljkung Iaiﬁnya yaﬁg memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika.

8) Kemudahan akses
Tempat dan lokasi sarana dan prasarana yang memadai mudah dijangkau
oleh masyrakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan
informasi.

9) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun ramah serta
memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10) Kenyamanan
Pemberi pelayanan harus tertib atau teratur, disediakan ruang yang nyaman,
bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan

fasilitas pendukung pelayanan.

3. Asas-Asas Pelayanan Publik
Menurut Pasal 4 UU Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan
publik harus berlandaskan pada 12 asas berikut :

a) Kepentingan umum
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b)

d)

f)

9)

h)

Mengutamakan kepentingan orang banyak bukan orang pribadi.
Kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan lain
dengan selalu melihat proporsi pentingnya dan selalu menghormati
kepentingan-kepentingan yang lain.

Kepastian hukum

Adanya jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pelaksanaan
pelayanan.

Kesamaan hak

Semua orang rhéndapéfkan hak yang sérﬁa dalam pemberian pelayanan
tanpa melihat suku, ras, agama, golongan, gender, dan status sosial-
ekonomi.

Keseimbangan hak dan kewajiban

Diberikannya hak sebanding dengan kewajiban yang dilakukan, baik dari
pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan.

Keprofesionalan

Pemberi pelayanan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang
tugas yang dilakukannya.

Partisipatif

Peran masyarakat perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan
melalui aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang adil

tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Keterbukaan
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Masyarakat yang menerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses
serta mendapatkan informasi terkait pelayanan yang diinginkan.

i) Akuntabilitas
Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta
keadilan dalam pelayanan.

K) Ketepatan Wakt.u~ LS
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan
standar pelayanan

I) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

4. Standar Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari standar
pelayanannya. Standar inilah yang kemudian menjadi tolak ukur pelayanan yang
berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Pedoman ini
akan berfungsi sebagal acuan pelaksana dan pengguna pelayanan dalam
memenuhi dan memperoleh hak serta kebutuhan dasarnya.

Ada beberapa komponen yang terkandung dalam standar pelayanan.
Aneka komponen itu tercantum dalam Bab V UU Pelayanan Publik. Seluruh

komponen tersebut wajib disusun, ditetapkan dan diterapkan sehingga diketahui
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oleh masyarakat luas yang mengakses pelayanan. Berikut ini komponen wajib
standar pelayanan yang harus ada pada unit pelayanan publik:2®
1) Persyaratan
Informasi ini wajib jelas dan terang terpampang di hadapan pengguna
pelayanan. Syarat yang ditetapkan setiap penyelenggara pelayanan tentu
berbeda pada setiap instansi dan setiap produk pelayanan. Hal yang harus
dipertimbangkan dalam menyusun persyaratan adalah efektivitas dan
efisiensinya. Artinya indikator ‘ini  tidak ‘rempersulit pengguna layanan
namun juga segaris dengan dasar hukum yang ada. Melalui cara ini,
pengguna layanan memperoleh kejelasan, sementara penyelenggara
layanan bias meminimalisasi penjelasan lisan kepada penggunanya.
2) Sistem, mekanisme dan prosedur
Sistem, mekanisme dan prosedur adalah rangkaian proses pelayanan
yang disusun secara jelas dan pasti, yang berbentuk sebuah bagan dan secara
tegas memperlihatkan tata cara yang harus ditempuh pengguna untuk
mendapatkan layanan. Selain itu, bagan alur mesti sederhana, tidak rumit,
mudah dimengerti, dan‘dilaksanakan. Sebaiknya disusun dalam bentuk flow
chart yang dipajang di ruang layanan. Dengan pemenuhan unsur ini,
pengguna pelayanan mendapatkan kepastian dan kejelasan alur layanan.
3) Jangka waktu layanan
Jangka waktu layanan adalah tenggat waktu pemberian layanan oleh
penyelenggara layanan. Kepastian waktu tentu menjadi hal penting yang

perlu diketahui pengguna pelayanan. Melalui kejelasan waktu pelayanan,

% H, Kriswahyu, Et. Al, 2017, Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 Survei
Ombudsman RI, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, him. 4.
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4)

5)

6)

7)

pengguna bisa senantiasa berada dalam kondisi nyaman dalam menjalani
setiap tahap layanan yang dilewati karena kepastian dan kejelasan layanan
yang telah terjamin.
Biaya atau tarif

Biaya atau tarif penting untuk dipublikasikan supaya dapat terhindar
dari potensi terjadinya pungutan tidak resmi, sehingga penyelenggara
negara wajib memampang besaran biaya atau tarif yang harus dikeluarkan
penerima layanan publik. Untuk layanan yang diberikan secara cuma-cuma,
penyelenggara .Wéiji‘b ‘rr.lle'mampané kata ‘;GRATIS” di unit pelayanannya.
Dengan ini, kejelasan dapat tercipta dan potensi penyimpangan seperti
pungutan liar bisa dihindari.
Produk pelayanan

Penyelenggara wajib mengumumkan aneka produk layanan yang ada.
Melalui publikasi tersebut, pengguna dapat mengetahui seluruh produk
pelayanan yang disediakan penyelenggara, sehingga kelangsungan
pelaksanaan layanan publik yang berkualitas dapat terbentuk dan senantiasa
terjaga. Ibarat masuk ke sebuah restoran, produk pelayanan merupakan
daftar menu yang disajikan kepada pelanggan."
Sarana, prasarana atau fasilitas

Suatu unit pelayanan yang berkualitas harus didukung dengan adanya
sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini perlu tercipta agar

pengguna memperoleh rasa nyaman saat mengakses pelayanannya.

Evaluasi kinerja pelaksana (umpan balik dari pengguna layanan)
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Penilaian dari pengguna layanan akan memberikan banyak asupan
opsi peningkatan pelayanan. Untuk mendapatkan penilaian tersebut
penyelenggaran pelayanan publik harus menyediakan sarana penilaian
layanan publik dari pengguna seperti kotak kepuasan pelanggan, kuesioner

kepuasan pelanggan atau sarana digital dalam rupa layar sentuh.

B. Paspor sebagai Suatu Identitas
1. Pengertian Paspor dan Dasar Hukumnya

Menurut Pasal 1 a‘ngk‘a'16 uu Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia
yang selanjutnya disebu;[ paspor adalah dokuméh yang dikeluarkan oleh
Pemerintan Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk
melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan UU Keimigrasian menegaskan bahwa Paspor sebagai Dokumen
Perjalanan = Republik Indonesia berfungsi sebagai dokumen perjalanan
antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia
dari pemegang paspor yang bersangkutan pada saat berada di luar wilayah
Indonesia.

Paspor merupakan dokumen resmi yang memuat identitas pemegangnya
serta berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara. Didalam paspor
tercantum identitas yang sah, kewarganegaraan, dan hak perlindungan selama
perjalanan serta hak untuk kembali ke tanah air. Paspor berisikan bukti identitas
diri pemilik paspor sehingga menjadi kewajiban untuk menyimpan dan
melindungi dengan sebaik-baiknya. Paspor berisi informasi dan data pribadi

pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat
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dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa
informasi lain mengenai identifikasi individual.

Sesuai dengan Pasal 25 UU Keimigrasian, Paspor adalah dokumen milik
Negara. Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus
ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara
tertentu ada beberapa perjanjian di mana warga suatu negara tertentu dapat
memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi
cap/stempel atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh pihak berwenang dari

negara tempat kedatangan‘ sebagai bukti izin untuk masuk ke suatu negara.

. Jenis-Jenis Paspor
Jenis-jenis paspor diatur di dalam UU Keimigrasian dan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Keimigrasian yang
terdiri dari:
1) Paspor Diplomatik
Paspor diplomatik diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan
melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan
atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. Penggunaan paspor
diplomatik diberikan berdasarkan persetujuan pemerintah yang diterbitkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesekretariatan negara. Paspor diplomatik diterbitkan oleh Menteri Luar
Negeri dan memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
2) Paspor Dinas
Paspor dinas diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan
melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan

atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Penggunaan paspor
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dinas diberikan berdasarkan perintah penugasan dari instansi terkait atau
persetujuan pemerintah yang diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
Paspor dinas diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri dan memiliki masa
berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
3) Paspor Biasa

Paspor biasa diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan
melaksanakan perjalanan-reguler keluar wilayah Indonesia yang tidak
bersifat diplorhatik‘atélljrv)un dinas. Paspérv biasa terdiri dari paspor biasa
elektronik dan paspor biasa non-elektronik yang penerbitannya sesuai
dengan tahapan, syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan
yang lain. Paspor biasa diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi
Manajemen Keimigrasian dan berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak

tanggal diterbitkan.

3. Kewenangan Pembuatan Paspor

Kantor - Imigrasi merupakan pemerintahan yang berwenang dalam
mengeluarkan paspor. Pembuatan paspor merupakan kewenangan dari Kantor
Imigrasi dalam  menyelenggarakan  fungsi  keimigrasiannya.  Fungsi
Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam
memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan
fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada Pasal 3 huruf b Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dam Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas di wilayah
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kerjanya, Kantor Imigrasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas
keimigrasian di bidang dokumen perjalanan. Kemudian pada Pasal 12 dijelaskan
bahwa pada Kantor Imigrasi Kelas | Khusus TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi)
tugas tersebut dilaksanakan oleh Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal
Keimigrasian yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan paspor.
Dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan UU Keimigrasian disebutkan bahwa pemberian, penarikan,
pembatalan, pencabutan, dan penggantian dokumen perjalanan republik
Indonesia dilakukan 0~Ieh:‘ - <
1. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk Paspor diplomatik
dan Paspor dinas; atau
2. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk Paspor biasa dan Surat

Perjalanan Laksana Paspor.

. Subjek dan Objek Paspor

Subjek paspor merujuk kepada individu yang menjadi pemilik atau
pemegang paspor yang merupakan warga negara dari negara yang menerbitkan
paspor tersebut. Subjek paspor adalah orang yang berhak menggunakan
dokumen tersebut untuk melakukan perjalanan internasional. Sebagai subjek
paspor, seseorang memiliki hak untuk bepergian ke luar negeri dan kembali ke
negara asal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Subjek paspor
harus melalui proses perolehan paspor yang memenuhi persyaratan tertentu
sesuai dengan hukum dan peraturan negara yang bersangkutan. Subjek paspor
memiliki peran penting dan kewajiban dalam menjaga integritas paspor dan

mematuhi aturan yang berlaku selama perjalanan internasional.
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Sementara itu objek paspor mengacu kepada dokumen fisik yang berisi
informasi dan data tentang pemegang paspor, termasuk foto, nama, tempat dan
tanggal lahir, dan informasi identifikasi lainnya. Objek paspor bertindak sebagai
representasi hukum dan administratif dari hak subjek untuk bepergian ke luar
negeri. Sebagai objek fisik, paspor memainkan peran penting dalam
memfasilitasi perjalanan internasional dan memberikan keamanan serta

perlindungan terhadap identitas warga negara.

. Prosedur dan Persyaratan Pembuatan, Paspor

Berdasarkan Pasal 3‘Permenkumham Nomaor 8 Tahun 2014 tentang Paspor
Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, permohonan paspor biasa dapat
diajukan baik secara manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen
kelengkapan persyaratan.

Dalam hal permohonan paspor secara manual, mekanisme pembuatannya
sesuai dengan Pasal 9 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 yaitu sebagai
berikut:

(1) Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara manual, Pemohon
harus mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan dan
melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.

(2) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen kelengkapan
persyaratan tersebut.

(3) Dokumen kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, Pejabat
Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan dan kode

pembayaran.
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(4) Dalam hal dokumen kelengkapan persyaratan dinyatakan belum lengkap,
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen permohonan dan

permohonan dianggap ditarik kembali.

Sedangkan untuk prosedur permohonan paspor secara elektronik atau
online disebutkan dalam Pasal 10 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor
Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yakni sebagai berikut:

(1) Bagi permohonan Pasppr.biasa yang diajukan secara elektronik, Pemohon
harus mengisi aplikasi data dan mengunggah dokumen kelengkapan
persyaratan pada laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

(2) Terhadap permohonan yang telah berhasil diunggah dokumen kelengkapan
persyaratannya, diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan/atau
surat elektronik.

(3) Pemohon yang telah mengisi aplikasi data dan menggunggah dokumen
kelengkapan persyaratan, memperoleh pemberitahuan tanda terima

permohonan dan dapat dicetak sebagai tanda bukti permohonan.

Kemudian sesuai ketentuan Pasal: 11 Permenkumham- Nomor 8 Tahun

2014, penerbitan paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas:

[

pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
b. pembayaran biaya paspor;

c. pengambilan foto dan sidik jari;

d. wawancara;

e. verifikasi; dan

f. adjudikasi.
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Prosedur yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintah (SOPAP) Tentang Penerbitan Baru dan Penggantian Paspor Biasa

Melalui M-Paspor dengan Nomor SOPAP IMI-0003.GR.01.02 TAHUN 2022

adalah sebagai berikut:

1.

2.

Pemohon datang ke kantor sesuai dengan lokasi dan jadwal kedatangan
Petugas Customer Service menginput dan melakukan verifikasi kesesuaian
data dokumen asli persyaratan paspor yang dibawa pemohon dengan data
dokumen yang diunggah di-aplikasi M-Paspor melalui aplikasi

Melakukan wa\)vénéafé dén pengémbilan .bivométr‘ik (foto dan sidik jari)
Melakukan pemeriksaan kesesuaian data pada aplikasi Sistem Penerbitan
DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia)

Melakukan pengalokasian nomor paspor

Memeriksa kesesuaian !data yang terlampir pada DPRI (Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia) dengan data yang tersimpan dalam aplikasi
Mencetak serta melakukan uji kualitas paspor

Melakukan laminasi pada paspor

Menyerahkan paspor ke gudang/tempat penyimpanan paspor (dilakukan

dalam hal penggantian paspor)

10. Memeriksa ulang kesesuaian data pada paspor

11. Pemohon menerima paspor

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon yang ingin

melakukan pengurusan pembuatan paspor sesuai dengan ketentuan yang

terdapat Pasal 4 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 yaitu, bagi warga

negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia,

permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang
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ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan

melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

1) kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;

2) kartu keluarga (KK);

3) dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah,
atau surat baptis;

4) surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh
kewarganegaraan-lndonesia' melalui' pewarganegaraan atau penyampaian
pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

5) surat penetapan ganti nhama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah
mengganti nama;

6) paspor biasa lama bagi'yang telah memiliki paspor biasa.

C. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik
1. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sering disebut pula
sebagai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Pengertian asas-asas
umum pemerintahan secara etimologis adalah dasar-dasar atau prinsip-prinsip
yang harus dilaksanakan oleh seluruh alat-alat administrasi negara atau alat-alat
pemerintahan dalam menjalankan kegiatan roda pemerintahan secara apik,
patut, teratur, dan tidak ada celanya.?’

Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan

tambahan pemahaman penulis (Jazim Hamidi) tentang AAUPB, maka dapat

27 Eny Kusdarini, 2019, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara,
UNY Press, Yogyakarta. him. 9.
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ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AAUPB secara
komprehensif, yaitu:?

a. AAUPB merupakan nilai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam
lingkungan hukum administrasi negara.

b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara
dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi
dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud
penetapan/beschikking), dan sebagai dasar/pengajuan gugatan bagi pihak
penggugat.

c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak
tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di
masyarakat.

d. Sebagian asas yang' lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan
terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah
berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas
hukum.

AAUPB' merupakan ‘hierarki khusus' dari prinsip-prinsip hukum umum
yang dijadikan sebagai sumber hukum formal dalam hukum administrasi.
AAUPB juga dijadikan sebagai dasar, pedoman, dan tata cara dalam
penyelenggaraan pemerintahan dibidang administrasi negara. Menurut pasal 1
angka 17 UU Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai

28 Solechan, 2019, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”,
Adminitrative Law & Governance Journal, Vol 2 Issue 3, 2019. him. 544-545.
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acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan

keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara formal asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia baru

diakui keberadaannya setelah dikeluarkannya UU Administrasi Pemerintahan.

Rumusan AAUPB dalam UU Administrasi Pemerintahan dapat ditemukan

dalam ketentuan Pasal 10 yang meliputi asas:

1) Kepastian hukum, adalah dalam negara hukum mengutamakan landasan

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan

keadilan dalam.setiap‘ kebijakan penyelenggaréan pemerintahan.

2) Kemanfaatan, adalah memberikan manfaat yang harus diperhatikan secara

seimbang antara:

a)
b)
c)
d)

f)
9)
h)

kepentingan individu yang satu dengan yang lain.

Kepentingan individu dengan masyarakat.

Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing.

kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok
masyarakat yang lain.

kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat.

kepentingan generasi yang sekarang dengan generasi mendatang.
kepentingan manusia dan ekosistemnya.

kepentingan pria dan wanita.

3) Ketidakberpihakan, adalah mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan

dalam menetapkan dan melaksanakan keputusan atau tindakan harus

mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan tidak diskriminatif.
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4) Kecermatan, adalah suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada
informasi dan dokumen yang lengkap sehingga keputusan atau tindakan
dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan atau dilakukan.

5) Tidak menyalahgunakan kewenangan, adalah mewajibkan badan atau
pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan
pribadi atau kepentingan yang lain.

6) Keterbukaan, merupakan asas yang melayani masyarakat untuk
mendapatkan.akses dan:memperotehinformasi yang benar, jujur serta tidak
diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

7) Kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan
kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan
tidak diskriminatif.

8) Pelayanan yang baik, adalah menyelenggarakan pelayanan yang tepat
waktu, prosedur dan biayanya jelas sesuai dengan standar pelayanan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi dan Arti Penting Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Muin Fahmal memiliki- pendapat bahwa asas umum-pemerintahan yang
layak sesungguhnya merupakan rambu-rambu bagi para penyelenggara negara
dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-
tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Pada awal
kemunculannya, AAPUB hanya ditujukan sebagai sarana perlindungan hukum
dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi

warga negara dari tindakan pemerintah.?®

29 Solechan, 2019, Op. cit,. him. 546.
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Fungsi AAUPB diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman
perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintah dengan warga
masyarakat sehingga pemerintahan yang baik (good governance) dapat
terwujud. Fungsi AAUPB dan arti penting lainnya yaitu:°
a. Bagi administrasi negara, berguna sebagai pedoman dalam melakukan
penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan ketentuan perundang-
undangan yang bersifat kabur, ambigu atau tidak jelas.

b. Bagi warga-masyarakat,|berguna-untuk mencari keadilan, AAUPB dapat
dipergunakan sebagai dasar gugatan.

c. Bagi Hakim TUN, dapat dimanfaatkan sebagai alat menguji dan
membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN.

d. AAUPB bermanfaat juga bagi badan legislatif dalam merancang suatu

Undang-Undang

3. Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan
Pelayanan Publik
Masyarakat memiliki hak dan kebutuhan yang harus dipenuhi dan
merupakan kewajiban pemerintah-untuk ‘melayani. setiap warga negara dan
penduduk dalam kerangka pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan pembukaan
UUD 1945 memberikan amanat bahwa tujuan Negara Indonesia didirikan salah
satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Dengan adanya kewenangan bagi pemerintah sebagai public service untuk
bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada

kemungkinan pemerintah melakukan perbuatan yang menyimpang dari

% 1bid., him. 546-547.
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peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat,
disinilah peran AAUPB dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh
pemerintah. AAUPB berperan sebagai pedoman atau petunjuk dalam bersikap
saat melaksanakan pelayanan publik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik
ini secara utuh lebih mengikat secara moral atau sebagai sumber hukum lebih
bersifat doktrinal.
Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki maksud dan
bertujuan sebagai berikut:
a. Terlaksananya .pe~rli‘ndL.J‘r1'gan dan kepastiénv hukum bagi masyarakat dalam
pelaksanaan pelayanan publik.
b. Terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
c. Terciptanya batasan serta hubungan yang jelas antara hak, kewajiban,
tanggungjawab, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait
d. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas-asas

umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kantor Imigrasi Kelas | Padang

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi, Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat
Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten,
kota, atau kecamatan. ‘

Di Provinsi Sumatera‘ Barat terdapat dua Kahtbr Imigrasi, yaitu Kantor
Imigrasi Kelas | TPI Padang dan Kantor Imigrasi Kelas 11 Non TPI Agam. Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Padang mempunyai wilayah kerja antara lain:

Kota Padang

Kota Pariaman

Kota Solok

Kota Sawahlunto

Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Solok

Kabupaten Kepulauan Mentawai

© 0o N o g B~ w DN PE

Kabupaten Sijunjung

[ERY
o

. Kabupaten Solok Selatan

[ERN
[ERN

. Kabupaten Dharmasraya

Kantor Imigrasi dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis substantif
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui
Kepala Divisi Keimigrasian dan secara administratif fasilitatif bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
melalui Kepala Divisi Keimigrasian.
Kantor Imigrasi Kelas | Padang menyelenggarakan tugas antara lain:
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Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;

M 0D e

Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status

keimigrasian;

5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen
keimigrasian;

6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;

7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi infromasi
keimigrasian;

8. Pelaksanaan tugas kqimigra.%ib'm'dibid‘ahgl ;inf(p[mxe,si dan-komunikasi publik
keimigrasian;

9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik

negara, dan rumah tangga; dan

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Adapun struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas | Padang adalah sebagai
berikut: g

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI PADANG
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR IMIGRASI

- o - \7 & = - e R
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Sumber: Kantor Imigrasi Kelas | Padang
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Dalam pelaksanakan tugas dan fungsinya struktur organisasi Kantor Imigrasi
Kelas | Padang terdiri dari:

1. Kepala Kantor
Uraian Tugas:
a. Menyelenggarakan tugas Keimigrasian dibidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi Keimigrasian (Tikkim);
b. Menyelenggarakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas
Keimigrasian
c. Menyelenggarakan tugas Keimigrasian dibidang lIzin Tinggal dan Status
Keimigrasian (Intaltuskim); ,
d. Menyelenggafakan fugas Keimigrasian dibidéng Intelijen dan Penindakan
Keimigrasian (Inteldakim);
e. Menetapakan rencana kerja operasional kantor;
f. Menyelenggarakan ke Tata Usahaan.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Tugas Pokok:
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran,
pengelolaan keuangan, barang milik Negara, sumber daya manusia,
administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan
pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang
milik Negara dan rumah tangga.
Uraian Tugas:
a. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi-dan pelaporan;
b. Pelaksanaan dan pengendalian internal,
c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik Negara;
d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
3. Urusan Kepegawaian
Uraian Tugas:
Mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia,
tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.
4. Urusan Keuangan

Uraian Tugas:
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Mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan,
penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

Urusan Umum

Uraian Tugas:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik Negara
dan rumah tangga.

. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Tugas Pokok:

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan
keimigrasian.

Uraian tugas: o

a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas

keimigrasian;

o

Pelayanan paspor;
Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;

o o

Pelayanan pas lintas batas;

e. Pemeriksaan dokumen keimigrasian;

f. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar;

g. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

. Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Keimigrasian

Uraian tugas:

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian,
evaluasi-dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana
paspor bagi orang asin, dan pas lintas batas. »

. Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian

Uraian tugas:

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksaanaan, pengoordinasian,
evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan
dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan
pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk
atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang — undangan.
. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Tugas Pokok:

Melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.
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10.

11.

12.

Uraian Tugas:

a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan dibidang izin tinggal dan
status keimigrasian;

b. Pelayanan izin tinggal;

c. Pemeriksaan, penelaahan dan penyelesaian alih status keimigrasian;

d. Pelayanan izin masuk kembali;

e. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka
penerbitan surat keterangan keimigrasian;

f. Pelayanan surat keterangan keimigrasian;

g. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Sub Seksi-lzin Tinggal Keimigrasian

Uraian tugas:

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk

kembali.

Sub Seksi Status Keimigrasian

Uraian tugas:

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian,

evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian

alih  status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian, dam

kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan

surat  keterangan  keimigrasian, dan bukti  pendaftaran  anak

berkewarganegaraan ganda.

Seksi Teknologi Infromasi dan Komunikasi Keimigrasian

Tugas pokok:

Mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan

sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Uraian Tugas:

a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan pemeliharaan,
dan pengamanan system teknologi dan informasi keimigrasian;

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keimigrasian;

c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi

keimigrasian;

45



13.

14.

15.

16.

d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
keimigrasian;

e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Uraian tugas:

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian,

evaluasi dan pelaporan dibidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan

pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian

Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Uraian tugas:

Melakukan-penyiapan, penyusunan-rencana; pelaksanaan;: pengoordinasian,

evauasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian,

pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Tugas Pokok:

Melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan

keimigrasian.

Uraian Tugas:

a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan dibidang intelijen,
pengawasan, dan penindakan keimigrasian;

b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian

c. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;

d. Penyajian informasi produk intelijen; »

e. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor dan
instalasi vital keimigrasian;

f. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;

g. Pelaksanaan tindakan administrative keimigrasian;

h. Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Subseksi Intelijen Keimigrasian

Uraian tugas:

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian,

evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan keimigrasian, kerja sama

intelijen keimigrsian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian
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informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian,
perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

17. Subseksi Penindakan Keimigrasian
Uraian tugas:
Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian,
evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian,

tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

B. Mekanisme Pembuatan Paspor Secara Online Pada Kantor Imigrasi Kelas |
Padang

Berdasarkan tugasnya, kéhtor Imigrasi Kelas ' Padang mempunyai fungsi
memberikan pelayanan keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan
yaitu dengan adanya pelayanan pembuatan paspor. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi
memberikan aturan dan tata cara pengurusan paspor yang berlaku sama untuk
seluruh wilayah kerja di Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas |1 Padang
memanfaatkan teknologi informasi dengan melalui dukungan aplikasi M-Paspor
untuk lebih meningkatkan pelayanan yang mempermudah masyarakat dalam
pendaftaran permohonan pengurusan paspor yang telah digunakan sejak tahun
2022. Kebijakan' ‘ini. ' dilaksanakan berdasarkan . radanya Surat Edaran
Kemenkumham yakni Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2-
UM.01.01-4.1996 tanggal 23 Mei 2022 tentang Pelaksanaan Kebijakan Mobile
Paspor (M-Paspor) pada Kantor Imigrasi. Melalui surat edaran tersebut Direktorat
Lalu Lintas Keimigrasian memerintahkan seluruh Kantor Imigrasi pada masing-
masing wilayah kerja untuk melaksanakan pelayanan M-Paspor sesuai ketentuan

yang berlaku pada surat tersebut.
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Berdasarkan hal tersebut, saat ini pendaftaran pembuatan paspor hanya dapat

dilakukan melalui aplikasi M-Paspor. Adapun mekanisme pendaftaran pada

aplikasi M-Paspor tersebut yaitu sebagai berikut:

1.

10.

11.

Login ke akun dengan memasukkan e-mail dan password, jika belum
memiliki akun, silakan daftarkan akun terlebih dahulu dengan memasukkan
data pendaftaran akun yang diminta

Pemohon akan memilih Pengajuan Paspor Reguler atau Paspor Percepatan
Pemohon akan diarahkan untuk -mengisi kuesioner dan memilih kantor
imigrasi yang difujﬁ étéu.‘t'empat peﬁgajuan. pérrﬁohonan paspor

Pemohon akan diarahkan untuk memilih Paspor Biasa atau Paspor Elektronik
Pemohon juga harus memastikan tujuan pemohon dalam pembuatan paspor
Pemohon diminta untuk mengirimkan foto KTP, Kartu Keluarga, dan Akte
Kelahiran yang harus diisi

Setelah semua berkas dilengkapi, pemohon akan memilih tanggal kedatangan
sesuai dengan tanggal yang tersedia (berwarna hijau)

Tahap terakhir adalah memastikan data yang sudah diinputkan benar dan klik
Ya, Lanjutkan. Sampai muncul kode billing pembayaran.

Pembayaran dapat dilakukan melalui m-banking, marketplace (seperti
tokopedia, bukalapak, shopee), e-wallet (dana), ataupun melalui kantor pos
paling lambat 2 jam setelah kode billing keluar

Setelah dilakukan pembayaran akan muncul Detail Permohonan sesuai
dengan permohonan anda.

Selanjutnya pemohon harus datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan untuk melakukan wawancara dan perekaman biometrik

dengan membawa dokumen asli persyaratan dan bukti daftar M-Paspor.
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Dalam menjalankan pelayanan, diperlukan adanya Standar Operasional
Prosedur (SOP). SOP adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja dengan
tahap-tahap secara rinci dan sistematis yang perlu dilaksanakan untuk hasil yang
diinginkan. SOP sangat diperlukan terutama bagi petugas supaya proses pelayanan
dapat berjalan dengan lancar dan konsisten.

Berdasarkan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas | Padang, terdapat Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOPAP) Tentang Penerbitan Baru
dan Penggantian Paspor Biasa Melalui-M-Paspor dengan Nomor SOPAP IMI-
0003.GR.01.02 TAHUN 2022 | tanggal 05 Apfii 2022 yang dikeluarkan oleh
Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Disebutkan juga dalam SOPAP. ini bahwa SOP ini wajib dijadikan acuan petugas
imigrasi dalam pelaksanaan penerbitan baru dan penggantian paspor biasa melalui
M-Paspor. Adapun prosedur yang terdapat dalam SOPAP tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Pemohon datang ke kantor sesuai dengan lokasi dan jadwal kedatangan

2. Petugas Customer Service menginput dan melakukan verifikasi kesesuaian
data dokumen asli persyaratan paspor yang dibawa pemohon dengan data
dokumen yang diunggah di aplikasi M-Paspor melalui aplikasi

3. Melakukan wawancara dan pengambilan biometrik (foto dan sidik jari)

4. Melakukan pemeriksaan kesesuaian data pada aplikasi Sistem Penerbitan

DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia)

5. Melakukan pengalokasian nomor paspor
6. Memeriksa kesesuaian data yang terlampir pada DPRI (Dokumen Perjalanan
Republik Indonesia) dengan data yang tersimpan dalam aplikasi

7. Mencetak serta melakukan uji kualitas paspor
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8. Melakukan laminasi pada paspor

9. Menyerahkan paspor ke gudang/tempat penyimpanan paspor (dilakukan
dalam hal penggantian paspor)

10. Memeriksa ulang kesesuaian data pada paspor

11. Pemohon menerima paspor

Didalam SOPAP ini juga disebutkan bahwa dalam hal penolakan
permohonan paspor dengan alasan penolakan seperti memberikan data tidak sah
dan/atau keterangan fidak béhﬁr, hal I‘ain yang dianggap oleh petugas akan
dipergunakan untuk tujuan melawan hukum atau tidak dapat melengkapi dokumen
persyaratan paspor dalam batas waktu yang ditentukan, perlu dilakukan wawancara
mendalam kepada pemohon melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Berita
Acara Pendapat (BAPEN), dan surat Keputusan Kepala Kantor.3*

Mengenai biaya pembayaran pembuatan paspor tersebut langsung masuk
disetorkan kepada Kas Negara (PNBP/Penerimaan Negara) berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika
terjadi kesalahan-dari pihak pemohon paspor pada saat melakukan permohonan
paspor, maka pembayaran tersebut tidak dapat dikembalikan. Adapun biaya atau
tarif pembuatan paspor sesuai jenisnya yaitu:

1) Paspor Biasa 48 Halaman Rp 350.000
2) Paspor Elektronik 48 Halaman Rp 650.000
3) Layanan percepatan paspor (selesai pada hari yang sama) : percepatan Rp

1.000.000 + paspor biasa/paspor elektronik Rp 350.000/Rp 650.000

31 SOPAP Nomor IMI-0003.GR.01.02 TAHUN 2022 tanggal 05 April 2022 tentang Penerbitan Baru
dan Penggantian Paspor Biasa Melalui M-Paspor
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4) Biaya beban paspor rusak per buku Rp 500.000

5) Biaya beban paspor hilang per buku Rp 1.000.000

Waktu pengambilan paspor selesai sesuai dengan Permenkumham Nomor 18
Tahun 2022 dengan catatan selama sistem normal/tidak terganggu yaitu:
1) Paspor baru / penggantian : 4 hari kerja setelah foto biometrik
2) Penggantian paspor rusak / hilang : 3 hari kerja setelah pembayaran
3) Penambahan nama : 3 hari kerja

4) Penggantian / perubahan data ;. menunggu konfirmasi

Adapun jenis paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigarsi saat ini yaitu
Paspor Biasa dan Paspor Elektronik. Perbedaan antara Paspor Biasa dan Paspor
Elektronik yaitu Paspor Biasa tidak terdapat chip yang dapat menyimpan Data
Biometric, sedangkan Paspor Elektronik terdapat chip yang dapat menyimpan Data
Biometric. Chip ini terdapat pada sampul dari paspor tersebut. Kelebihan dari
Paspor Elektronik ini yaitu:

- memiliki data yang lebih akurat dan lengkap sehingga tidak dapat dipalsukan

fitur keamanan yang lebih-canggih

terdapat fasilitas bebas visa bagi WNI.pemegang e-paspor ke negara Jepang

lebih mudah dalam mengurus visa ke negara lain

fasilitas autogate
Bahkan sekarang sudah ada jenis paspor baru yaitu Paspor Elektronik
Polikarbonat. Jenis paspor ini memiliki tingkat keamanan lebih tinggi karena

terdapat lembar polikarbonat yang lebih tebal untuk melindungi identitas
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pemiliknya. Namun jenis paspor ini masih terbatas penerbitannya dan baru bisa

didapatkan di beberapa Kantor Imigrasi yang terdapat di Jakarta saja.*?

C. Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Paspor Secara Online Pada
Kantor Imigrasi Kelas | Padang
Pelayanan dalam pembuatan paspor merupakan salah satu bentuk kegiatan
pelayanan publik dalam bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi.
Kantor Imigrasi Kelas | Pa_dg_ng memberikan layanan pembuatan dokumen
perjalanan atau yang disebut baspor bagi masyarakat khuéusnya di Sumatera Barat.
Aktivitas pelayanan pembuatan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang
setelah melakukan permohonan pengurusan paspor pada aplikasi M-Paspor secara
sederhana dapat dirincikan sebagai berikut:
1) Loket pengambilan nomor antrian, ambil antrian untuk masuk ke ruang foto
dan wawancara
2) Scan dokumen, menginput dan verifikasi data dokumen
3) Foto dan wawancara, pengambilan biometrik foto wajah dan sidik jari serta
melakukan wawancara tujuan permohonan paspor
4) Alokasi paspor, mengalokasikan nomor paspor sesuai dengan sistem
5) Adjudikasi, memeriksa dan memastikan kesesuaian data pada DPRI
(Dokumen Perjalanan Republik Indonesia) dengan aplikasi
6) Pemeriksaan oleh Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan
7) Percetakan paspor dan laminasi paspor
8) Pemeriksaan akhir oleh Kasi Lalu Lintas Keimigrasian

9) Loket pengambilan paspor, penyerahan paspor selesai kepada pemohon

32 Hasil wawancara dengan Anita Diana Sari, S.E. Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan
Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | Padang
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Pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan pada standar pelayanan
sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Pelayanan Publik yang menerangkan bahwa
penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi
lingkungan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Berdasarkan haéil~ p‘e‘ngla'matan dén penélvitiah yang dilakukan, adapun
komponen standar pelayanan tersebut pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang
meliputi:

1. Persyaratan
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan,
baik persyaratan teknis maupun administratif. Informasi terkait persyaratan ini
harus terpampang jelas agar dapat diketahui bagi pemohon. Pada Kantor
Imigrasi Kelas | Padang terlihat tidak terdapat informasi atau spanduk yang
memuat terkait dengan persyaratan dalam pembuatan paspor. Namun
informasi terkait dengan persyaratan tersebut dapat ditemukan dan dilihat pada
aplikasi M-Paspor dan media sosial instagrammya @imigrasipadang.
Persyaratan permohonan paspor yang harus dipersiapkan yaitu:
a. Permohonan paspor baru : KTP, KK, akta kelahiran/ijazah/buku
nikah/akta perkawinan/surat baptis yang memuat data nama, tempat
tanggal lahir, dan nama orang tua

b. Permohonan penggantian paspor : KTP dan paspor lama
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c. Dokumen tambahan persyaratan permohonan paspor sesuai tujuan

permohonan paspor, yaitu:

1) Haji/Umrah: Surat Rekomendasi Haji/Umrah dari Kementerian
Agama dan Surat Rekomendasi dari Penyelenggara Ibadah Haji dan
Umrah

2) Bekerja di luar negeri: Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga kerja

3) Magang dan Program Bursa Kerja Khusus: Surat Rekomendasi dari
Direktur Jenderal - Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas

Kementerian Kétenagakerjaan.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur
Hal ini berkaitan dengan tata cara pelayanan pada kantor imigrasi bagi
petugas dan pemohon, termasuk pengaduan. Alur proses pelayanan tersebut
sebaiknya disusun secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Pada Kantor
Imigrasi Kelas | Padang informasi terkait langkah-langkah mengurus paspor
dengan M-Paspor terdapat dipajang pada spanduk di ruang layanan kantor
imigrasi. Secara sederhana informasi ringkas tersebut berbunyi sebagai

berikut:

Download aplikasi M-Paspor di play store/ap’p store

- Daftarkan diri kamu

- Unggah berkas persyaratan

- Pilih kantor imigrasi dan jadwal kedatangan

- Lakukan pembayaran di bank (offline/online)

- Datang ke kantor imigrasi untuk wawancara dan foto

Sistem, mekanisme dan prosedur secara lebih lengkap dan rincinya juga

terdapat pada SOP yang ada yaitu Standar Operasional Prosedur Administrasi
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Pemerintah (SOPAP) tentang Penerbitan Baru dan Penggantian Paspor Biasa
Melalui M-Paspor yang sudah diuraikan sebelumnya dan juga terdapat pada
lampiran. Selain itu pada bagian Customer Care dan Layanan Pengaduan
terdapat disediakan berbagai brosur yang berisikan mekanisme pendaftaran M-
Paspor dan informasi penting lainnya terkait dengan pengurusan pembuatan
paspor seperti tata cara pembayaran paspor, biaya pembuatan paspor, bahkan

solusi terkait permasalahan yang sering terjadi pada aplikasi M-Paspor.

. Jangka waktu Iayanan |

Jangka waktu yaﬁg diperlukan untuk mehyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kepastian waktu merupakan hal penting
untuk diketahui bagi pemohon agar pemohon berada dalam kondisi yang
nyaman dalam menjalani setiap tahap layanan. Di ruang tunggu kantor imigrasi
terdapat spanduk yang memuat informasi ringkas yang jelas mengenai standar
waktu pelayanan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang yaitu:

1) Verifikasi dokumen 5 menit

2) Proses foto dan biometrik 10 menit

3) Wawancara 5 menit

4) Pengambilan dokumen terhitung 4 hari setelah foto dan wawancara
selama sistem jaringan baik (normal)

Informasi mengenai waktu pengambilan paspor selesai sesuai dengan
jenis permohonannya juga terpampang secara jelas di loket pengambilan
paspor, yaitu sebagai berikut: dengan catatan selama sistem normal/tidak
terganggu
1) Paspor baru / penggantian : 4 hari kerja setelah foto biometrik

2) Penggantian paspor rusak / hilang : 3 hari kerja setelah pembayaran
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3) Penambahan nama : 3 hari kerja
4) Penggantian / perubahan data : menunggu konfirmasi

Selain itu dalam hal pelayanan tentunya juga tidak terlepas dari adanya
waktu pelayanan. Berikut adalah jam layanan Kantor Imigrasi Kelas | Padang:

Senin-Kamis 08.00 — 16.00 WIB
Istirahat 12.00 — 13.15 WIB
Jumat 08.00 — 16.30 WIB
Istirahat 12.00 — 13.30 WIB

Pada saat Methat permohonan joadé M.-Paspor, pemohon diminta
untuk memilih jam kedatangan pada tanggal yang telah dipilih yang terdiri dari
pagi (08.00-12.00) dan siang (13.00-15.00). Namun pemilihan jadwal waktu
tersebut tidak terlalu berpengaruh karena cukup sulit untuk disesuaikan
mengingat banyaknya jumlah pemohon perharinya sehingga diberi
kelonggaran oleh kantor imigrasi untuk dapat datang di jam berapa pun selama
masih ditanggal yang sama karena nantinya akan ada pengambilan nomor
antrian kembali untuk urutan pelayanan selanjutnya di kantor imigrasi.
Pemohon dapat melakukan reschedule jadwal kedatangan sebanyak satu kali
sesuai dengan kuotayang tersedia. Apabila pemohon tidak hadir sesuai dengan
tanggal jadwal kedatangan yang dipilih lewat M-Paspor dan tidak melakukan
reschedule, maka otomatis permohonan paspor tersebut dibatalkan dan
pembayaran tidak dapat dikembalikan, dan harus melakukan pendaftaran

ulang.®

4. Biaya atau tarif

33 Hasil wawancara dengan Anita Diana Sari, S.E. Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan
Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | Padang
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Ongkos yang dikenakan kepada pemohon dalam mengurus dan/atau
memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan. Biaya
atau tarif ini sangat penting untuk dipublikasikan kepada masyarakat dan calon
pemohon untuk menghindari adanya pungutan tidak resmi sehingga harus
diinformasikan secara jelas dan pasti besaran biayanya tersebut. Informasi ini
bisa didapatkan pada brosur yang terdapat di kantor imigrasi dan juga
diinformasikan melalui media sosial instagram supaya mudah ditemukan oleh
masyarakat. Biaya pembuatan paspor sesuai jenisnya yaitu sebagai berikut:

1) Paspor Biasa .48~ H‘al‘a.r‘n;em Rp 356.000 <

2) Paspor Elektronik 48 Halaman Rp 650.000

3) Layanan percepatan paspor (selesai pada hari yang sama) : percepatan Rp
1.000.000 + paspor biasa/paspor elektronik Rp 350.000/Rp 650.000

2) Biaya beban paspor rusak per buku Rp 500.000

3) Biaya beban paspor hilang per buku Rp 1.000.000

. Produk Pelayanan
Merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan. Penyelenggara wajib mengumumkan aneka
produk layanan yang ada. Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas | Padang
menyediakan berbagai layanan yang dimana informasi terkait hal ini juga
terdapat secara jelas pada spanduk yang ada di ruang tunggu layanan kantor
imigrasi. Produk layanan imigrasi tersebut antara lain:
1) Paspor baru / penggantian melalui M-Paspor
2) Paspor baru / penggantian secara walk-in datang langsung (prioritas) untuk

lansia (usia 60 tahun ke atas), berkebutuhan khusus/penyandang

disabilitas, balita (usia di bawah 5 tahun)
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3) Penggantian paspor karena rusak / hilang

4) Perubahan data

6. Sarana, prasarana atau fasilitas

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan
pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
Suatu unit pelayanan yang berkualitas harus didukung dengan adanya sarana,
prasarana dan fasilitas yang memadai sehingga menciptakan kenyamanan
dalam mendapatkan pe\lay_anan.

Berdasarkan pengématan yang dilakukan pédka Kantor Imigrasi Kelas |
Padang terdapat sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai di Kantor
Imigrasi Kelas | Padang, khususnya yang terkait dengan pelayanan pembuatan
paspor bagi pemohon. Terdapat ruang tunggu yang cukup luas dilengkapi
dengan majalah dan koran pada bagian pojok bacanya, tempat bermain anak,
televisi dan juga disediakan air minum gratis untuk pemohon. Selain itu juga
terdapat ruang menyusui, ruang ramah HAM sebagai tempat pelayanan
layanan prioritas yang juga dilengkapi dengan adanya kursi roda sebagai
penunjang ‘dalam menjalankan layanan prioritas. Kemudian terdapat toilet,
mushola, halaman parkir yang mencukupli dan AC di setiap ruangannya.
Informasi-informasi penting terkait dengan standar pelayanan juga telah
terdapat pada media spanduk dan banner yang terdapat di ruangan. Sarana dan
prasarana yang disediakan tersebut bertujuan untuk mendukung proses
pelayanan dan dapat menciptakan kenyamanan bagi pemohon ketika berada di
Kantor Imigrasi Kelas | Padang.

Terkait sarana dan prasarana yang digunakan oleh petugas imigrasi

dalam hal pelayanan pembuatan paspor yaitu adanya komputer, printer,
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scanner berkas, mesin laminasi, mesin cetak paspor, kamera, scan sidik jari,
dan jaringan internet. Dalam hal ini ditemukannya permasalahan terkait
dengan printer cetak paspor yang berdampak kepada pelayanan pada saat
dilakukannya penelitian ini. Printer cetak paspor yang tersedia dan beroperasi
berjumlah 2 buah, namun salah satunya sudah menipis tintanya sehingga dalam
waktu dekat printer cetak paspor tersebut tidak dapat digunakan. Sementara
kantor imigrasi tidak diperbolehkan untuk membeli sendiri alat/barang yang
diperlukan Karena terkait hal ‘ini ‘harus melalii/ pengadaan barang dari pusat,
namun dalam waktu dekat belum ada pengadaan barang yang akan dilakukan.
Oleh karena hanya terdapat 1 buah printer cetak paspor yang dapat beroperasi
tersebut, tentunya hal ini akan mempengaruhi waktu dalam proses pencetakan
paspor sehingga akan memakan waktu yang lebih dari 4 hari Kkerja, dan
mengakibatkan  keterlambatan = penerimaan paspor bagi pemohon,
kemungkinan penyelesaian paspor akan mencapai 7 hari kerja berdasarkan

perkiraan dari petugas kantor imigrasi.3*

7. Kompetensi dan jumlah pelaksana
Kompetensi 'pelaksana berdasarkan -UU. Pelayanan Publik merupakan
kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan,
keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Pemberi pelayanan harus
mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas yang
dilaksanakannya, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memenuhi dan

memuaskan pemohon. Kemudian juga harus disesuaikan dengan jumlah

34 Hasil wawancara dengan Anita Diana Sari, S.E. Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan
Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | Padang
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tersedianya pelaksana atau dalam hal ini petugas imigrasi sesuai dengan beban
kerja.

Terkait dengan sumber daya manusia khususnya dalam bagian pelayanan
pembuatan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang, dapat dirincikan
berdasarkan aktivitas pelayanannya. Terdapat 1 orang petugas customer
service pada loket pengambilan nomor antrian, 4 orang petugas scan dokumen,
4 orang petugas foto dan wawancara, 1 orang petugas alokasi paspor, 1 orang
adjudikator, 2 orang petugas cetak paspor, 2 orang petugas laminasi paspor, 1
orang petugas seréh~pésb<.)‘r'pada loket peng.afnbiilan paspor, 1 orang petugas
layanan prioritas, 1 orang petugas customer care, dan 1 orang petugas layanan
pengaduan. Jumlah petugas pelayanan yang terdapat pada Kantor Imigrasi
Kelas | Padang tersebut sudah terlihat mencukupi untuk setiap bidang dan
bagian aktivitas pelayanannya sehingga diharapkan sumber daya manusia yang
tersedia tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas

kepada masyarakat sebagai pemohon.

Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan

Hal ini terkait dengan pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak
lanjutnya. Pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang terdapat bagian Customer
Care dan Layanan Pengaduan yang merupakan bagian dari Seksi Tikkim
(Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian) atau dapat dikatakan
sebagai bagian humas dari kantor imigrasi. Pada loket ini disediakan berbagai
brosur yang berisi prosedur dan persyaratan serta informasi penting terkait
dengan paspor lainnya. Pemohon juga dapat menanyakan apapun informasi
yang dibutuhkan terkait dengan pelayanan keimigrasian. Keluhan, aduan dan

aspirasi pemohon semuanya ditampung oleh petugas di loket layanan
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pengaduan tersebut baik yang masuk secara langsung maupun melalui media
sosial lewat instagram (@imigrasipadang), facebook (Kanim Kelas 1 Padang),
twitter (@imipadang), whatsapp 0812-6635-3239, email

kanim.pdg@gmail.com atau telepon (0751) 70551133. Banyak dari pemohon

paspor yang memberikan keluhan dan saran melalui media sosial yang
kemudian akan dibalas dan diberikan solusi oleh petugas atas permasalahan

yang dirasakan pemohon tersebut.

Evaluasi kinerja pelgksana‘ %

Merupakan peniléian untuk mengetahui ‘se‘berapa jauh pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Dengan adanya inovasi pelayanan
menggunakan aplikasi M-Paspor tersebut tentunya masyarakat sebagai
pemohon akan mempunyai penilaian terhadap layanan yang diberikan dengan
melihat dari kualitas pelayanannya. Kualitas pelayanan dapat diukur dari
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Selain itu, untuk meningkatkan kualitas
pelayanan, data IKM dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dari unsur
pelayanan yang masih perlu pembaruan untuk pihak penyelenggara pelayanan.
Kantor Imigrasi Kelas | Padang memiliki IKM yang didapatkan dari hasil
survei kepuasan pemohon setelah melakukan wawancara dan pengambilan
foto ke kantor. Pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang memiliki Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ditinjau dari
delapan variabel vyaitu, informasi, persyaratan, prosedur/alur, waktu
penyelesaian, tarif/biaya, sarana prasarana, respon, konsultasi dan pengaduan.
Adapun hasil survei IKM dan IPK dari pelayanan Kantor Imigrasi Kelas |

Padang sebagai berikut:
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Survei Persepsi Kualitas | Survei Persepsi Anti
Bulan ) Responden
Pelayanan (SPKP) Korupsi (SPAK)
Mei 2024 99,34/100 99,10/100 60
April 2024 98,36/100 98,05/100 40
Maret 2024 99,13/100 99,17/100 58

Sumber: instagram.com/imigrasipadang

Dari tabel hasil survei IKM/IPK diatas dapat dilihat bahwa untuk
pelayanan Kantor Imigrasi Kelas | Padang pada bulan Maret hingga Mei 2024
mendapatkan penilaian yang baik dari pemohon. Namun jika dilihat dari
jumlah respondennya yang' kUrang lebih hanya mercapai setengah dari jumlah
pemohon perharinya, hasil survei ini belum dapat dikatakan sebagai tolak ukur

dalam melihat kualitas pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga harus
berlandaskan kepada asas-asas dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang terdapat
dalam UU Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil penilitian yang telah dilakukan
pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepentingan umum dan kepastian hukum

Pemberian pelayanan harus mengutamakan kepentingan umum, tidak
boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. Selain itu juga
harus adanya kepastian hukum sebagai jaminan terwujudnya hak dan
kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam menjalankan tugasnya
Kantor Imigrasi Kelas | Padang mempunyai SOP dan standar pelayanan seperti
yang telah diuraikan sebelumnya dan dalam menyelenggarakan pelayanannya
sudah berpedoman kepada SOP, produk hukum terkait dan peraturan yang ada
tersebut. Selain itu pada ruang pelayanan juga terpampang Maklumat

Pelayanan. Maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan
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penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan yang wajib dipublikasikan secara jelas dan luas. Maklumat pelayan
tersebut berbunyi “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
pelayanan sesuai operasional pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila
tidak menepati janji, kami siap memberikan kompensasi dan menerima sanksi

sesuai perundang-undangan”.

Kesamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberian peI\ay‘anan'tidak membeda_kan suku, ras, agama, golongan,
gender, dan status ekonomi. Pemenuhan hak‘ harus sebanding dengan
kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima
pelayanan. Dalam pelaksanaannya baik pemberi layanan dalam hal ini petugas
kantor imigrasi serta penerima layanan dalam hal ini masyarakat sebagai
pemohon hendaknya sama:sama lebih cermat dan peduli ketika terlibat dalam
pelayanan pembuatan paspor tersebut agar dapat meminimalisir terjadinya

permasalahan atau keluhan.

Partisipatif

Peningkatan peran serta, masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan} harapan masyarakat. Pada
Kantor Imigrasi Kelas | Padang, partisipatif masyarakat dalam memberikan
aspirasi, kebutuhan, harapan, pengaduan dan keluhan yang berkaitan dengan
pelayanan keimigrasian dapat diterima dan ditampung pada bagian loket
layanan pengaduan dan Customer Care. Selain itu juga dapat dilakukan secara
elektronik melalui media sosial seperti yang telah banyak dilakukan oleh
masyarakat lewat instagram, facebook, email, whatsapp, dan telepon yang

dikelola oleh Kantor Imigrasi.
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d. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Dalam hal

pelayanan dokumen perjalanan atau pembuatan paspor tentunya tidak terlepas

dari adanya ruang pelayanan atau loket yang menunjang pelayanan tersebut.

Pemohon tentunya mendapatkan pelayanan yang sama melalui loket pelayanan

yang ada. Terdapat beberapa loket atau ruang pelayanan di Kantor Imigrasi

Kelas | Padang yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

Loket pengambilan nomor antrian, tempat mengambilan nomor antrian
untuk mendapafkah ‘p.e;léyanan penguruséh péspor selanjutnya.

Ruangan foto dan wawancara, terdapat 4 loket yang melayani
pengambilan biometrik foto wajah dan sidik jari serta melakukan
wawancara tujuan permohonan paspor

Loket pengambilan paspor, pemohon dapat mengambil paspor yang telah
selesai dari petugas serah paspor yang ada di loket ini.

Loket Layanan Pengaduan dan Customer Care, bertujuan untuk
menampung aspirasi pemohon untuk menyampaikan keluhannya terhadap
pelayanan keimigrasian dan sebagai tempat mendapatkan informasi bagi
pemohon terkait dengan pelayanan paspor:.

Ruang Pelayanan Ramah HAM atau Pelayanan Prioritas, untuk melayani
layanan prioritas secara datang langsung bagi lansia 60 tahun ke atas, anak

usia di bawah 5 tahun, dan penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus.

e. Keterbukaan

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Kantor Imigrasi

Kelas | Padang melalui bagian Seksi Tikkim (Teknologi Informasi dan
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Komunikasi Keimigrasian) juga aktif memberikan berbagai informasi terbaru
atau pengumuman yang update melalui media sosial instagramnya supaya
masyarakat tidak ketinggalan informasi terkait pelayanan keimigrasian.
Penyampaian informasi selalu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,
seperti pembukaan kuota paspor, adanya keterlambatan penerimaan paspor
akibat pengaruh sistem, target waktu penyelesaian paspor yang tertunda, dan
termasuk keluarnya aturan dan kebijakan baru terkait dengan pelayanan

keimigrasian.®

f. Akuntabilitas

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil
pengamatan yang telah dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang di
ruang pelayanannya terpajang mengenai Kompensasi Pelayanan dari Kepala
Kantor yang berbunyi sebagai berikut:

“Seluruh penerima layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I
Padang yang mendapatkan layanan tidak sesuai dengan dengan standar
layanan, akan-mendapatkan kompensasi dalam. bentuk:

1. Permintaan maaf secara tertulis;

2. Pengantaran paspor ke alamat pemohon di wilayah kota Padang

tanpa biaya;

3. Pemberian layanan ulang secara langsung maupun online dan

bersifat segera dengan skala prioritas

4. Pemberian souvenir.”

3 Hasil wawancara dengan Anita Diana Sari, S.E. Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan
Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | Padang
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g. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta
keadilan dalam pelayanan. Pada Kantor Imigrasi Kelas | Padang terdapat
layanan prioritas khusus kelompok tertentu seperti lansia usia diatas 60 tahun,
anak usia dibawah 5 (lima) tahun, dan penyandang disabilitas/berkebutuhan
khusus. Jenis layanan prioritas ini sama dengan layanan dokumen
perjalanan/pembuatan paspor, akan tetapi kelompok layanan prioritas ini bisa
dilayani secara langsuhg dengan datang ke’Kantor: Imigrasi Kelas | Padang
tanpa menggunakan antrian online dan dilakukan di Ruang Pelayanan Ramah
HAM atau Pelayanan Prioritas. Kuota layanan ini dibatasi hanya 10 orang

perharinya.®

h. Ketepatan waktu
Penyelesaian setiap Jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan
standar pelayanan. Namun terkait hal ini dalam pelaksanaannya pada Kantor
Imigrasi Kelas | Padang terdapat pengecualian dalam keadaan tertentu ketika
terjadi gangguan sistem, percetakan atau sejenisnya akan terjadi keterlambatan
penyelesaian penerbitan-paspor dan tertunda sampai ke tangan pemohon. Hal

ini sudah beberapa kali terjadi di Kantor Imigrasi Kelas | Padang.

I. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.
Dengan adanya pelayanan melalui aplikasi M-Paspor seharusnya akan
memberikan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam proses

pelayanannya. Namun hal ini masih terkendala mengingat banyaknya

3 Hasil wawancara dengan Anita Diana Sari, S.E. Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan
Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | Padang
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permasalahan yang sampai sekarang masih ditemukan terkait dengan kuota
permohonan paspor pada aplikasi M-Paspor yang cepat penuh dan sangat
sedikit. Hal ini terjadi karena saat ini sedang dilakukan pengurangan jumlah
permohonan untuk jenis paspor biasa sehingga dialihkan lebih banyak ke

jumlah permohonan untuk jenis paspor elektronik.

Berdasarkan data yang diperoleh, Kantor Imigrasi Kelas | Padang membuka
kuota permohonan pembuatan paspor sebanyak 160 perhari, yang terdiri dari 110
paspor elektronik, 20 paspor biasa, .10 paspor percepatan elektronik, 10 paspor
percepatan biasa, dan 10 kuofa layanan prioritas. Kuoté p‘ermohonan tersebut hanya
dibuka secara perbulan setiap tanggal 28 pukul 10 pagi yang mana informasi terkait
hal ini selalu disampaikan setiap bulannya melalui akun media sosial instagram
imigrasi padang.

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa kuota paspor biasa jauh lebih sedikit
dibandingkan dengan kuota paspor elektronik. Hal ini dikarenakan berdasarkan
kebijakan dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Surat Edaran Kemenkumham
saat ini kuota paspor biasa sudah sangat terbatas karena aturan dari pusat yang akan
menghapuskan 'paspor biasa dan mengalihkannya ke paspor elektronik. Saat ini
sedang dilakukan pengurangan jumlah permohonah untuk jenis paspor biasa
sehingga dialihkan lebih banyak ke jumlah permohonan untuk jenis paspor
elektronik. Kuota tersebut jauh lebih sedikit dari biasanya sebelum adanya
kebijakan pengurangan yang mencapai 80 hingga 100 paspor biasa perharinya.
Paspor biasa tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan standar dan jika dilihat

negara-negara lain pun juga sudah menggunakan jenis paspor elektronik, oleh
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karena itu Indonesia juga ingin menyamakan kualitasnya dengan negara luar
lainnya.®’

Maka dari itu banyak sekali ditemukan keluhan yang dirasakan oleh
masyarakat terkait dengan kuota permohonan paspor yang cepat penuh dan sangat
sedikit tersebut, dimana dalam hal ini kebanyakan pemohon ingin membuat paspor
biasa, seperti yang dirasakan oleh salah satu pemohon paspor yaitu Ramadhani.®
Namun petugas imigrasi baik secara langsung maupun lewat media sosial imigrasi
padang juga sudah m'en'ya‘ra‘nbl‘(éh kepadé pafa bélon' pemohon untuk sebaiknya
memilih permohonan paspor elektronik karena kuotanya lebih banyak tersedia
sehingga tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama untuk mendapatkan kuota.
Selain itu juga diberikan informasi pendukung mengenai kelebihan-kelebihan yang
didapatkan dari paspor elektronik tersebut serta juga menjelaskan mengenai
kebijakan pengurangan secara bertahap kuota paspor biasa yang kemudian akan
dihapuskan kedepannya. Akan tetapi cara tersebut masih kurang efektif mengingat
masih banyaknya pemohon yang tetap tidak mau diarahkan dan terus mengeluhkan
kesulitannya mendapatkan kuota paspor biasa yang notabenenya lebih murah
biayanya dibandingkan dengan paspor elektronik yang ditawarkan.

Selain itu adanya perubahan kebijakan pembukaan kuota permohonan paspor
pada M-Paspor menjadi per bulan setiap tanggal 28 pukul 10 pagi dari yang
sebelumnya per minggu setiap hari Jumat juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
Salah satu masyarakat sebagai pemohon paspor bernama Lala merasa sulit untuk
melakukan pendaftaran permohonan pada M-Paspor karena harus menunggu lama

sebulan sekali untuk mendapatkan kuotanya dan kuota akan ditutup apabila kuota

37 Hasil wawancara dengan Anita Diana Sari, S.E. Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan
Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | Padang
38 Hasil wawancara dengan Ramadhani pemohon paspor
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perbulannya sudah terpenuhi.® Apabila ada pemohon yang membutuhkan paspor
yang cepat dan segera mau tidak mau mereka harus mengambil pilihan paspor
elektronik yang biayanya lebih mahal dari paspor biasa atau memilih layanan
percepatan paspor selesai pada hari yang sama yang biayanya lebih besar lagi.
Jika dilihat dari data yang didapatkan dari Kantor Imigrasi Kelas | Padang,
jumlah permohonan M-Paspor pada bulan Maret hingga Mei 2024 per harinya
selalu penuh untuk permohonan paspor biasa serta di bulan April dan Mei penuh
hingga ke permohonan\ pasporielektronik-seperti ’te,rl,vihgt‘pada tabel berikut.

JUMLAN PERMOHONAN M-PASPFOR
11 MARET 2004 o/d 11 MEI 2024

NEOMLER nEGULEN PERCEFPATAN | PERCEFATAN
"] YAeam. BIASA BLEKTRONIK BIABA BLEKTRONIK
i 13 Mar 2034 i) W, ] 10
2 14 Mar 2024 20 2 2 [}
) 16 Mar 2024 16 an 5 a
“ 16 M 2024 10, an 0, 10
h 10 M 2024 10 a0 ) 0
[} 20 Mar 2004 10 " [} 10
! 21 Mar J0oA 10 .1 n [
[ ] A4 Mt 2074 10 " n M
" 25 Mar J02A 10 3 ) 10
‘0 20 Mur 3024 10 " L] o
LU 27 Mae 3094 10 an 5 4
12 20 Mo 3024 10 an n 10
) (T2 0 L) 0 0 - [}
\E} LA 024 10 0 L h
1 DA 2004 10 40 n [
10 A Apr 094 10! 4 n n
"’ 0 A DA 10 A0, n n
L 19 Apr Jida 20 110 10 L)
19 17 AR 3024 20 110 10 0
F3) 10 Ane 2024 29 110 10 10
21 19 Apr 024 >4 110 10 o
7 22 Ape 2024 F33) 110 0 10
P} 43 Apr 2024 20 110 10 1Y)
24 A4 Apr 2024 200 110 0 10
b 20 Apt FU94 o) 119 10 10
o 20 Ape AUE4 20 149 10 10
F 44 29 Apr 2024 2 110 \[}) )
0 10 Apr 024 20 10 W 0
2% 4+ May 024 N 110 0 10
(%) 3 May 'glg:.'n ::y 150 o 10
Al O Moy 2044 | 110 20 19
3y ¥ Muy 2024 =) L) 10, 19
2300 May 2004 20 110 10 10
{ YOYAL 1 and §200 #an 20

Sumber: Kantor Imigrasi'Kelas I'TP1 Padang
Selain itu permasélahan atau keluhan yang seriﬁg muncul dalam pelayanan
pembuatan paspor melalui M-Paspor ini biasanya paling banyak terjadi karena
pemohon yang salah mengisikan data atau salah memilih jenis permohonan. Seperti
yang terjadi pada beberapa pemohon yaitu memilih jenis permohonan paspor baru
sementara sebelumnya sudah punya paspor sehingga sistem akan otomatis tertolak
ketika melakukan verifikasi di kantor imigrasi. Permasalahan-permasalahan seperti

ini mengakibatkan permohonan mereka hangus dan kemudian berujung pada

39 Hasil wawancara dengan Lala pemohon paspor
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keluhan pemohon untuk meminta pengembalian biaya yang telah dibayarkan
kepada kantor imigrasi, sementara biaya tersebut tidak masuk ke kantor imigrasi
melainkan ke Kas Negara/PNBP.

Setelah melakukan penelitian, pengamatan dan wawancara dengan pihak
Kantor Imigrasi Kelas | Padang dan masyarakat sebagai pemohon yang mengurus
pembuatan paspor, dapat dilihat bahwa dalam pelayanan yang dilakukan belum
sepenuhnya terlaksana dan dirasakan dengan baik oleh pemohon. Namun terkait
dengan asas, prinsip dan standar pelayanan publik, Kantor Imigrasi sudah
melakukannya dengah ~ba‘ik.‘d'an benaf. Dala.mv hal’ prosedur dan kejelasan
kelengkapan persyaratan, Kantor Imigrasi telah memberi informasi yang jelas
secara umum, namun secara khusus belum sepenuhnya detail dan dapat dipahami

oleh masyarakat.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pembuatan paspor secara online pada Kantor Imigrasi Kelas I
Padang secara rinci terdapat pada Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah (SOPAP) tentang Penerbitan Baru dan Penggantian Paspor Biasa
Melalui M-Paspor dengan Nomor SOPAP IMI-0003.GR.01.02 TAHUN 2022.
SOP ini wajib dijadikah ‘a.c‘u'an petugas imigrééi dalam pelaksanaan penerbitan
baru dan penggantian paspor biasa melalui M-Paspor. Kantor Imigrasi Kelas |
Padang memanfaatkan teknologi informasi melalui kebijakan M-Paspor untuk
lebih meningkatkan pelayanan yang mempermudah masyarakat dalam
pendaftaran permohonan pengurusan paspor yang telah digunakan sejak tahun
2022 berdasarkan Surat Edaran Kemenkumham yakni Surat Direktur Lalu
Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2-UM.01.01-4.1996. Pendaftaran pembuatan
paspor hanya dapat dilakukan melalui aplikasi M-Paspor sesuai dengan
mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.

2. Pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan paspor secara online pada
Kantor Imigrasi Kelas | Padang masih dihadapkan dengan beberapa
permasalahan dan keluhan dari masyarakat terkait dengan prosedur, kuota
permohonan M-Paspor yang sedikit serta sistem jaringan yang terganggu.
Dalam hal kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas |
Padang, Kantor Imigrasi telah berupaya untuk melakukan usaha-usaha untuk
mengatasi kendala-kendala tersebut semaksimal mungkin seperti aktif

memberikan berbagai informasi terbaru atau pengumuman yang update
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melalui media sosial instagramnya supaya masyarakat tidak ketinggalan
informasi terkait pelayanan keimigrasian. memberikan pemahaman dan saran
terkait kuota permohonan M-Paspor yang cepat penuh, memberikan informasi
yang jelas mengenai kebijakan baru yang ada, terdapat petugas pelayanan yang
cukup pada setiap bagian dan aktivitas pelayananya, menyediakan sarana dan
prasarana yang memadai dan menunjang pelayanan. Terkait dengan penerapan
asas dan prinsip pelayanan publik serta standar pelayanan, Kantor Imigrasi
Kelas | Padang sudah melakukannya dengan baik, namun masih ada beberapa
aspek penting yan.g ~be‘lu‘rr.1‘ éepenuhnya terlakéané dan dirasakan dengan baik
oleh pemohon terutama aspek kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

dalam pelayanan karena adanya permasalahan kuota yang terbatas.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Kelas | Padang diharapkan lebih aktif untuk memberikan
pelayanan publik yang baik dan berkualitas bagi masyarakat dan mengatasi
permasalahan, kendala dan keluhan masyarakat dengan baik dan maksimal.

2. Sebagai evaluasi serta peningkatan pelayanan }paspor bagi pihak Kantor
Imigrasi Kelas | Padang diharapkan pemohon untuk aktif dalam memberikan
kritik dan saran serta mengisi survei kualitas pelayanan, sehingga pihak
keimigrasian mengetahui permasalahan serta keluhan dari para pemohon.

3. Dalam hal pembuatan paspor, sebaiknya pemohon dapat memahami dan
mengikuti prosedur yang telah diberikan oleh Kantor Imigrasi. Cermati segala

informasi dan petunjuk yang ada dan ikutilah aturan yang telah ditetapkan.
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. Pemohon juga dituntut untuk lebih aktif dan peduli terhadap infomasi-
informasi penting yang diberikan agar tidak terjadi lagi permasalahan serupa.
. Unsur pelayanan yang sudah baik agar dapat terus dipertahankan dan

diupayakan untuk lebih ditingkatkan lagi kedepannya.
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laporan.

2 Mg (fsre busn Qo sdiverifiues

78



Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP)
Tentang
Penerbitan Baru dan Penggantian Paspor Biasa Melalul M-Paspor

Poiaks Muzu Baku
R s i Perjalunnn
1 |Datang ke kantor sesuai dengan okasi dan 1. Dokumnen asli persyamtan penerbstan bam | 5Mend | 1. asli persy bavu |t dengan cam dicetakdtunjuskan
ucwal kedstangan ' i — dan penggantian Paspor Buss, dan penogantian Paspor 5i8as, Kepads pelugas Clsiomer Senvos,
ﬂ 2. Bukh dafiar M-Paspor. 2. Bushi dafiar M-Paspor 2 Tiak periu meiakukan pengisian pesdim 11
2 [Menginpul can melhukan verfikas kesesusian 1. Dokurnen asli persyamtan penerbrian bau | SMend | 1, asl Saru ﬂ e E-Perom yang terseda i Agkkasi
data gokumen aoi DOrsySratan PSspor yang I can penggsnton Paspor Biasa, dan penggantian Paspor Blass, |Backong CMS dan iooiak apsbila dpenuksn oieh peluges
“ﬂﬂs Ftlo}aﬁl-)iﬁﬁ w gn!w!rfv.o“m. w. ghﬂfrg
aw por )
3 (W dan 1. Dokurnen asli persy sratan penerbstan batu | 15Menil | 1. Dats identites dalam Sistem 1. ilan biometr dengan cara.
biametnk dan penggantian Paspor Basa, Berta Acara Pemerksaan (BAP) Bertta A Menginput nomar penmohonan,

homoe Antrian. Acara Pendapat (SAPEN), dan sur b Aengambi foto wajah dan Eok B pamohon,

Bukts dafiar M-Paspor; Keputusan Kepaln Kantor apabsia ditoiak. Melakukan verfikas: kesssunian data,

Aoikasi Sistem DPAL ulang aall BEaby
hasil unggahan dokumen asli persyamtan pemohon
tcak tedihat jelas;

Melahukan perbaiuan dete, apedia tendapet
hetidalaesuaian data yang dimput pemohon pada
apikasi 1A-Paspor 0angan deln pads dokumen
persysratan paspor,
1. Melahukan wawnncara Huan Dermohanan paspor,
G Seleiah petugas
PASpor. pemonon dikirm notfikas: paspor seiesal
melul aplikan M-Pa3por 36baga: tanca bukt
pengambdan paspor, notifkas dikiim setelsh 3 (ga|
nan kars dar parmanonan disotupsl dan dkik “selesar
rincia ankiasi nenerbdan DPR
2 Dalam hal tetundanya layanan permohonan paspor,
Ibenkan jangha wakty paing ama empat balas ) han
Refs unluk memenuly pessyarsian.
3 Dadam hnl penolaken permohanan paspor dengan al asan
penolakan sepert membedian dite tdak sah danatsy
Retemngan tidak benat, hal lain yang dianggao cleh petuges
akan cporgunakan untuk fuuan melawan huskum atau hdak
dapal melenghapi dokumen pecsyaratan paspor dalam bates
waktu yang perk
mandaiom kepada pemonon melakil Sonta Acom
Pamerksaan (BAP ), Barda Acsra Pendapat (BAPEN), can
suat Hapain Kantor,
3 [Meiakukan pemenkanan kesesunim oA pada Data identtas aaam Sistem; 10 Menit | Data Idoitas dalam Suven
| apikasi Sistemn Panecbitan DPRI l
|
5 |Melakukan pengaiokasian nomar paspor I _ DOata [oenitas caam Sistom; S5Mend |Dat ldevitas dalam Siwtem:
& |Momerksa kesesuaan data yang terampir Oata Identtas coam Sistem; 5Mend |Dat idertitas dalam Satem, ngggﬂ-gsg
peda DPRI dengen daln yang lersimpan delm [pespor dostuk
|
7 |Mencetak serta melainsan up kunitas paspor H DOata Identtas daam Stiem; 10 Menit | Paspor yang t=fah dicetak
B |Melpkukan smiras pada paspor I :Ivlvl‘d.l!iul 5Menit |Paspor yang t=iah di taminating Delakukan dengan memasukian banko paspor k= dalam mesn
{amnagi dan membuka embaran plastk Bminas setelah
_ Heebar laminusi menampe! pada dats halsman 2 (dus)




Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP)
Tentang
Penerbitan Baru dan Penggantian Pasper Blasa Melalul M-Paspor

—

i‘
I Thaspr inra 10 Warsi [Faagcr e LS (MGAA PergOaTian Cadtor cart Setiyan
Jerranasi
. 0 T -
= : |
b |




